Mimbar Administrasi FISIP UNTAG Semarang, Volume 15 No. 19 April 2019

Praktek Demokratisasi Oleh Pengusaha Dalam
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Abstract

Indoneisa is a democratic country that elect people’s representative through elections. This condition is used by entrepreneurs to obtain public positions even though they have to pay high costs. Their goal is to make business profits with rent-seeking behaviour. Basically, rent-seeking behaviour has occurred since The Old Order to Reform regim. Based on literature review, the practice of rent-seeking in Indonesia mostly found in the food sector which is detrimental to society.
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Abstrak

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi selalu menggunakan pemilu untuk memilih wakil rakyat. Pengusaha memanfaatkan peluang tersebut untuk memperoleh jabatan publik meski membutuhkan biaya yang cukup besar guna mencapainya. Tujuan para pengusaha mendapatkan kekuasaan adalah untuk melancarkan kepentingan bisnis melalui perilaku rent-seeking. Pada dasarnya, perilaku tersebut sudah terjadi sejak Orde Lama hingga masa Reformasi. Berdasarkan literature review, praktek rent-seeking di Indonesia banyak ditemukan pada bidang pangan yang merugikan masyarakat.
Kata Kunci: Demokratisasi, Rent-Seeking Behaviour
A. Pendahuluan

Demokrasi berperan penting dalam kehidupan bernegara karena membantu mewujudkan kedaulatan rakyat. Adanya demokrasi mampu membuka peluang yang adil bagi seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pembagunan. Indonesia, sejak awal pembentukan negara, menganut paham demokrasi meski penerapan sistem demokrasinya berbeda sesuai pimpinan negara yang tengah berkuasa. Pada masa presiden Ir. Soekarno, sistem pemerintahan menganut Demokrasi Terpimpin yang diklaim sesuai dengan  ideologi Negara Pancasila dan paham Integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat dan negara. Setelah Ir. Soekarno turun tahta, Indonesia dipimpin oleh Soeharto dengan Demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi ini merupakan salah satu rezim yang bertahan paling lama yaitu 30 tahun meski ditutup dengan mirisnya kelengseran Soeharto dan meninggalkan krisis pada semua lini pemerintahan dan ekonomi. Meski demikian kejatuhan rezim otorarian Orde Baru pada tahun 1998 disambut masyarakat dengan antusias. Runtuhnya dinasti tersebut menandakan lahirnya proses demokratisasi baru yang membawa harapan bagi kesejahteraan masyarakat.
Sistem demokratisasi telah menjadi alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat di berbagai negara. Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Demokrasi secara epistemologis mencakup dua kata yang berasal dari Yunani, yaitu “demos” dan “cretein/cratos”. Demos adalah rakyat/penduduk sedangkan cretein/cratos adalah kekuasan atau kedaulatan. Jadi demokratis merupakan suatu keadaan dimana kedaulatan sistem pemerintahan berada di tangan rakyat, pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat. Sementara itu, demokrasi secara istilah dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini:
Joseph A. Schemer menyatakan demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu- individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyebutkan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan—tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih.
Berdasarkan Henry B. Mayo, demokrasi didefinisikan sebagai sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
Dengan demikian, demokrasi secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat. Dalam praktek demokrasi itu sendiri identik dengan diselenggarakannya pemilihan umum (pemilu) dimana rakyat memiliki hak politik. Hak politik ini mengijinkan warga negaranya berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah, salah satunya adalah dipilih oleh masyarakat untuk menduduki jabatan publik.
Barrington Moore (1966) mengungkapkan bahwa demokrasi akan terus tumbuh dan berkembang apabila kelas borjuis aktif dalam proses demokratisasi. Kelas borjuis yang dimaksud disini adalah pengusaha. Adapun proses demokratisasi ditandai dengan adanya pemilihan umum dimana pengusaha yang dimaksud disini juga memiliki hak untuk dipilih sebagai pemimpin/ wakil rakyat/ anggota legislatif. Pengusaha memiliki modal finansial yang cukup besar sehingga memudahkan mereka untuk terjun dalam dunia politik. Hal tersebut disebabkan oleh kemampuan mereka dalam membeli nominasi pencalonan anggota legislatif (Nuryanti, 2005). Sayangnya, peluang tersebut menimbulkan biaya transaksi keuntungan pemburuan rente dalam kekuasaan karena biaya yang dikeluarkan untuk menguasai jabatan publik membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kondisi demikian merupakan trend yang tidak hanya terjadi di negara maju saja tetapi juga pada negara berkembang, misalnya Indonesia. Oleh sebab itu, artikel berikut akan mengulas bagaimana para pengusaha memanfaatkan proses demokratisasi melalui perilaku rent-seeking.
B. Pembahasan
Rent-Seeking Behaviour
Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Mereka akan berusaha sedemikian rupa mendapatkan keuntungan yang optimal dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada. Tidak mengherankan apabila pengusaha pun berniat menguasai kekuasaan untuk melancarkan kepentingan bisnis. Partai politik atau elite politik memandang kondisi tersebut sebagai peluang untuk menguntungkan kelompoknya melalui broker politik. Fenomena broker politik menggambarkan suatu kondisi dimana partai politik mendapatkan sejumlah uang dengan jalan memberikan dukungan politik kepada seorang tokoh (pengusaha) dalam pilkada atau pemilu atau karena mensponsori birokrat tertentu untuk menduduki jabatan-jabatan puncak birokrasi. Termasuk pula diantaranya mempengaruhi keputusan-keputusan politik dalam bentuk pasal-pasal dalam kebijakan politik yang ditujukan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Proses-proses broker politik inilah yang disebut dengan rent seeking/ perburuan ekonomi rente.
Istilah rent seeking pertama kali diperkenalkan oleh Gordon Tullock pada tahun 1967. Melalui publikasinya berjudul The Welfare Cost of Tariffs, Monopolies, and Theft, Gordon Tullock menulis tentang hubungan pemberian hak monopoli kepada pengusaha oleh penguasa. Kemudian, berkembang dengan penjelasan bahwa pemburu rente adalah pengusaha yang mendapatkan lisensi khusus, monopoli, dan fasilitas lain dari penguasa sekaligus menghambat pelaku lain masuk pasar. Dari situ kemudian lahir teori perburuan rente (theory of economic rent-seeking) yang dipopulerkan oleh Anna Krueger di tahun 1974. Teori perburuan ekonomi rente menjelaskan fenomena perilaku pengusaha untuk mendapatkan monopoli pada suatu bidang tertentu dari pihak yang berkuasa. Sementara rente diartikan sebagai selisih antara nilai pasar dari suatu “kebaikan hati” birokrasi dengan jumlah yang dibayar oleh penerima rente kepada birokrasi/pemerintah atau kepada perorangan di birokrasi.
Kata rente di sini tidak sama dengan pengertian rente yang dijelaskan Adam Smith. Rente dalam pengertian Adam Smith adalah sewa yang berarti memperoleh keuntungan dari jasa sewa-menyewa. Sementara, pemburu rente dalam kajian ekonomi politik adalah perburuan untuk mendapatkan fasilitas lisensi, monopoli, ataupun cara-cara memperdagangkan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan bisnis. Mereka mencari keuntungan bukan melalui persaingan yang sehat.
Yoshihara Kunio, dalam buku Kapitalisme Semu Asia Tenggara, mengulas secara khusus masalah perburuan rente. Di dalam buku itu, Kunio menulis bagaimana sepak terjang pemburu rente dalam berkongkalikong dengan penguasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Menurut dia, praktik kapitalisme di negara-negara tersebut telah melahirkan para pemburu rente sehingga dia menyebut kapitalisme yang berkembang adalah kapitalisme semu.
Proses penguasaan pasar oleh pengusaha dilakukan dengan menerapkan persaingan pasar yang tidak sehat. Mereka cenderung mendapatkan keuntungan melalui manipulasi lingkungan bisnis dari situasi ekonomi. Para pelaku usaha ini disebut sebagai pemburu rente karena melobi regulasi ekonomi sehingga aturan akan lebih memihak mereka (Rachbini, 2006:126-127). Akibatnya, pengusaha lainnya tidak mampu memasuki pasar dengan mudah.
Berdasarkan Gordon Tullock, teori rent-seeking terbagi menjadi dua aspek utama yaitu transfer cost dan competing rents. Transfer cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melobi kebijakan yang akan dikeluarkan dengan menyewa pengacara atau kampanye politik. Sementara competing rents merupakan kegiatan pengusaha melobi negara terkait peraturan tertentu seperti pajak, distribusi, kuota impor, dll. sehingga mereka perlu memainkan logika prisoner dilemmas. 
Michael Ross menbagi rent seeking menjadi tiga tipe antara lain rent creation, rent extraction, dan rent seizing. Rent creation merujuk pada kondisi dimana perusahaan mencari keuntungan yang dibuat oleh negara dengan menyogok politisi dan birokrat. Rent extraction menggambarkan politisi dan birokrat mencari keuntungan dari perusahaan dengan mengancam perusahaan melalui regulasi. Sedangkan rent seizing terjadi ketika birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi negara untuk kepentingan individu/kelompok. Adapun artikel berikut akan difokuskan pada aspek rent seizing. Namun, birokrat yang dimaksud disini adalah pengusaha yang berpartisipasi dalam proses demokratisasi untuk menduduki jabatan publik.
Dalam literature, kebanyakan pengusaha sebagai pemburu rente yang juga terjun dalam dunia politik membawa dampak negatif. Motivasi utama mereka menguasai jabatan publik adalah mempertahankan kepentingan bisnis (Harris, 2003) sehingga sangat memungkinkan bahwa mereka menunjukkan perilaku koruptif.  Ini terjadi karena tingginya biaya yang dikeluarkan untuk menguasai jabatan.
Rent-Seeking Behaviour di Indonesia
Trend terkait rent-seeking sudah terjadi sejak lama. Bahkan perekonomian di Indonesia ditandai dengan kentalnya aktifitas perburuan rente. Aturan dan perizinan masih banyak memiliki area abu-abu yang menimbulkan ketidakpastian dalam berbisnis sehingga keberadaan para pemburu rente semakin merajalela.
Di Indonesia, rent-seeking mulai tumbuh pada zaman Orde Lama ketika adanya program pemberian hak impor kepada pengusaha pribumi. Praktek rent-seeking sendiri mulai menjamur di era orde baru dan masih berlangsung hingga saat ini karena pejabat publik sendiri yang menciptakan peraturan untuk melegalkannya.
Era orde baru, perilaku rent-seeking berpusat pada Soeharto. Saat itu penguasa menggunakan kekuasaan yang dimiliki negara untuk melindungi pemilik modal demi kepentingan pribadi dan kroni bisnisnya. Keruntuhan rezim Soeharto pada tahun 1998 menjadikan dasar harapan proses demokratisasi di Indonesia dimana rakyat memiliki kebebasan untuk terlibat dalam proses tersebut. Pasca Orde Baru, proses demokratisasi dimanfaatkan oleh para pemilik modal (pengusaha) untuk menjadi agent of political power. Mereka berambisi untuk terpilih sebagai pejabat public guna memanfaatkan institusi negara maupun partai politik untuk mempengaruhi regulasi. Ini menggambarkan bahwa perilaku rent-seeking pasca orde baru berpindah dari pemerintah pusat ke pejabat daerah. Bahkan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa sejak dilaksanakan pemilu langsung pada 2005 – 2013, terdapat 311 dari 530 kepala daerah terjerat kasus hokum dimana 86% merupakan kasus korupsi. Perilaku tersebut terbentuk karena pemilu memerlukan biaya yang besar (Chua, 2009:217-218).

Nampaknya, seluruh sektor perekonomian di Indonesia begitu menguntungkan bagi para pemburu rente. Salah satu ladang menggiurkan pelaku rente adalah bidang pangan. Kebijakan pada bidang tersebut dinilai lebih mengutamakan aktifitas impor dibandingkan menegakkan kedaulatan pangan. Misalnya, impor beras, gula, garam, hingga daging sapi. Masyarakat Indonesia tentu tidak akan melupakan kasus-kasus yang menimpa Badan Usaha Logistik (Bulog) yang membawa para mantan Dirut Perum Bulog menginap di hotel prodeo, seperti Widjanarko Puspoyo, Bustanil Arifin, serta Beddu Amang.
Kasus impor beras merupakan salah satu praktik ekonomi rent-seeking yang sudah lama terjadi di Indonesia. Pemerintah memberikan lisensi kepada BULOG sebagai Perusahaan Umum milik BUMN untuk menjamin ketersediaan beras negara, namun ternyata pihak-pihak lain justru yang menjadi pelaksananya. Impor beras dilakukan atas dasar produksi dalam negeri yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan kemampuan BULOG menyerap beras dari petani langsung juga menjadi argumen yang lumrah terjadi. Oleh karena itu, impor beras akan selalu menjadi jawaban dalam memenuhi kebutuhan beras nasional dan menyebabkan harga beras yang ada pada tingkat lokal mengalami penurunan. Konsekuensi logis yang terjadi adalah kesejahteraan petani terancam karena harga panen yang terus menurun dan kemakmuran para oknum pengusaha rent-seekers terjamin oleh oknum birokrat karena mengambil untung dari jalan-jalan pintas tanpa melalui persaingan pasar yang sehat.

Kasus yang paling menghebohkan adalah isu daging sapi yang mampu menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai tersangka kasus suap yang berkaitan dengan izin impor daging sapi. Kasus Luthfi seakan menjadi pemantik perhatian banyak kalangan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana pengelolaan dan program pemerintah mengenai daging sapi itu. Pada dasarnya, pemerintah Indonesia telah melakukan konsentrasi yang luar biasa besar terhadap daging sapi dengan mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi /Kerbau Tahun 2014 (PSDS/K-2014). Namun, program tersebut cenderung bersifat wacana karena hanya mencakup rencana dan tidak ditunjang oleh daya dukung yang memadai. Kemudian, program swasembada daging sapi kembali dicetuskan menjadi Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 2008-2010 meskipun gagal mencapai target karena berbagai alasan. Hingga pada akhirnya Program Swasembada Daging Sapi-Kerbau Tahun 2014 (PSDSK-2014) yang sudah dimulai tahun 2009 ternyata telah mengalokasikan total anggaran APBN (2009-2014) yang mencapai Rp18,7 Trilliun. Namun, pada pertengahan Februari 2013 mencuat isu dugaan korupsi dalam pemberian kuota impor daging sapi. Mencuatnya kasus ini dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Ahmad Fathanah dengan barang bukti Rp1 miliar. Kasus ini menjadi sorotan publik dan ramai diperbincangkan karena diduga melibatkan presiden Partai Keadilan Sejahtera saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq. Luthfi yang juga anggota Komisi I DPR diduga menggunakan pengaruhnya dalam penentuan kebijakan di Kementerian Pertanian terkait pemberian kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama. PT Indoguna Utama sendiri masuk dalam daftar importir terdaftar yang dikeluarkan oleh Humas Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Kasus di atas menguatkan anggapan besarnya potensi korupsi yang melingkupi produk daging sapi. Berdasarkan berbagai pengaduan masyarakat ke KPK dalam periode 2005-2012, dugaan tindak pidana korupsi terkait komoditas sapi dan daging sapi diklasifikasikan terdiri dalam enam modus/area yang dinilai rawan korupsi, yakni penggelapan impor sapi/daging sapi, impor sapi/daging sapi fiktif, penyalahgunaan prosedur importasi daging sapi, penyalahgunaan dana bansos ternak sapi, dan suap dalam proses impor.
Selain itu, terdapat kasus yang tidak terduga terkait adanya importir bawang putih yang mencari keuntungan besar dengan biaya yang kecil. Bawang putih yang impor untuk keperluan benih, malah dialihkan jual ke pasar untuk keperluan konsumsi. Jelas itu mampu meraup keuntungan besar karena impor benih tidak dikenakan pajak. Di sisi lain, importir bawang putih untuk konsumsi pun bermain curang. Bawang putih impor dilepas ke pasar dalam jumlah yang sedikit, tidak secara langsung. Tentu ini bentuk kecurangan agar harga bawang putih di pasar tetap mahal.
Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah praktek impor gula. Pada periode tahun 2017-2018, Indonesia tercatat sebagai negara pengimpor gula terbesar di dunia dengan volume 4,45 juta ton (Statista, 2018). Berdasarkan data dari World’s Top Export, pemasok gula terbesar di Indonesia adalah Thailand dengan nilai 1,2 miliar dollar AS atau meningkat 77,6%  dari tahun 2013. Kebijakan impor gula ini dilakukan dengan dalih produksi gula konsumsi hanya 2,2 juta ton sementara konsumsi gula mencapai 2,9 juta ton. Namun, impor yang dilakukan pemerintah mencapai 1 juta ton dimana seharusnya hanya deficit 700.000 ton saja. Menyikapi hal tersebut, Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyatakan bahwa volume impor telalu besar dan membuat harga gula petani menjadi terpuruk. Kondisi inilah yang dikhawatirkan akan memunculkan perburuan rente ekonomi, Terlebih Indonesia tidak memiliki hubungan khusus dengan Thailand sebagai eksportir gula terbesar di Indonesia.
Selain bidang pangan, divestasi saham NNT pada pertengahan tahun 2010 juga mencerminkan sebagian kecil dari praktik rent-seeking yang terjadi di Indonesia. Kepemilikan saham asing mencapai angka 56% dengan perincian 31,5% milik Newmont Indonesia Limited dan 24,5% milik Nusa Tenggara Mining Corporation-Sumitomo. Adapun daerah melalui PT Multi Daerah Bersaing (MDB) yang merupakan perusahaan patungan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dan PT Multicapital (Bakrie Group) menguasai 24% saham NNT. Sisa saham NNT dimiliki PT Pukuafu Indah 17,8% dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2%. Hal ini bertentangan dengan keputusan badan arbitrase internasional pada 31 Maret 2009 yang menyatakan bahwa kepemilikan saham Indonesia di PT NNT harus mayoritas. Rent-seekers ini pun juga ternyata mengelabui rakyat NTB dengan mendirikan PT Indonesia Masbaga Investama yang dananya ternyata disuntik dari PT NNT. Hal ini menunjukkan kepada rakyat NTB dan Indonesia pada umumnya bahwa filosofi divestasi saham PT NNT lagi-lagi bukan berpihak kepada kepentingan nasional melainkan rent-seekers asing dan inlander.
Contoh kasus pemburu rente lainnya yang mengeruk keuntungan dari peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh regulator adalah Setya Novanto, Mantan Ketua DPR, dalam kasus perpanjangan kontrak karya Freeport Indonesia. Semakin tinggi jam terbang pemburu rente, semakin tinggi pula sasarannya. Mencatut nama, bahkan nama pemimpin tertinggi negeri, sudah menjadi hal yang biasa. 

Setya Novanto yang sebelumnya lolos dari berbagai kasus hukum, kembali terantuk batu. Perburuan rente yang ia rancang dengan koleganya terbuka ke publik setelah rekaman pembicaraan dengan seorang pengusaha dan petinggi Freeport Indonesia terkuak. Rekaman itu bocor ke masyarakat setelah Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan wakil rakyat itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Inti rekaman itu, Novanto memintakan saham Freeport Indonesia sebesar 11% untuk Presiden dan 9% untuk Wakil Presiden. Setya Novanto sendiri bersama pengusaha yang menemaninya minta saham pembangkit listrik yang nantinya dibangun sepenuhnya oleh dana Freeport. Di perusahaan itu, Freeport akan memegang 51%, sisanya yang 49% untuk mereka secara cuma-cuma.

Begitulah pemburu rente bekerja. Memanfaatkan koneksi yang dimiliki, para pemburu rente mampu menggertak, mengancam, tetapi juga dapat merayu dengan menjual nama petinggi demi mendapatkan jatah. Kekuasaan yang dimiliki dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dengan dibungkus seolah-olah untuk kepentingan negara. Berkorban untuk negara hanya sebagai slogan, tetapi yang dilakukan justru mengorbankan negara. Mereka bekerja tak ubahnya sebagai makelar, pemburu rente sama sekali tidak memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi negara. Sebaliknya, negara mengalami kerugian  karena masyarakat harus menanggung harga yang tidak kompetitif.
C. Kesimpulan
Lahirnya proses demokratisasi membawa harapan baru bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hak berpolitik dalam demokratisasi dimanfaatkan oleh segelintir pengusaha untuk mengeruk keuntungan bisnis melalui penguasaan jabatan publik. Akibatnya, pengusaha yang memiliki kekuasaan dalam institusi negara memiliki perilaku koruptif sebagai dampak dari besarnya biaya untuk terpilih sebagai pejabat publik.
Di Indonesia, praktek rent-seeking banyak ditemukan pada bidang pangan. Padahal urusan pangan menyangkut hakekat hidup dan kebutuhan hidup manusia yang tidak bisa ditunda. Inilah yang mendasari rent seeking tak pernah absen mencari keuntungan besar. Oleh sebab itu semua lembaga pun harus mendorong upaya peningkatan produksi pangan, peningkatan daya beli petani, pengendalian impor dan peningkatan diversifikasi pangan. Jika semuanya ini berhasil diwujudkan, pergerakan rent seeking makin sempit bahkan tidak ada. Dalam rangka memperbaiki tata niaga impor pangan,  pemerintah mau tidak mau harus meningkatkan transparansi ke hadapan publik. Setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, yakni impor pangan harus dibuka kepada rakyat. Dengan begitu, publik sendiri bisa mengawasi gerak-gerik pemerintah bersama mitranya (pelaku usaha). Jangan masyarakat tahu setelah pemerintah mengungkapkan hasil temuan.
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